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ABSTRAK : - Bahwa mineral dan batubara merupakan potensi sumber daaya alam yang tidak dapat

CATATAN :

diperbaharui, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara berdaya guna, bertanggung
jawab, berwawasan lingkungan, berkelanjutan, berdaya saing, efisien, guna menjamin
pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta pemanfaatannya ditujukan bagi sebesar-
besarnya kesejahteraan rakyat, bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan
untuk melakukan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang meliputi
kebijakan, perencanaan, pengaturan, pengurusan, pembinaan, pengawasan,
pengendalian, konservasi dan pengembangan.
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Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Maksud dan tujuan Pengelolaan
pertambangan mineral dan batubara, Penggolongan dan pengusahaan pertambangan,
Wilayah pertambangan, Prosedur Perizinan, Kerjasama dan perubahan luas, Hak dan
kewajiban pemegang izin, Reklamasi pasca tambang, Hubungan pemegang IUP dengan
pemegang hak atas tanah dan Pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah.
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